
TATAP MUKA KULIAH X

ABANDONNEMEN (Pelepasan hak milik atas benda pertanggungan)                    

· Abandonnemen adalah perbuatan tertanggung  untuk melepaskan hak miliknya atas benda pertanggungan karena benda pertanggungan itu sama sekali lenyap atau sebagian besar rusak.

· Perbuatan pelepasan hak milik itu terjadi bila seorang tertanggung karena suatu kerugian (yang bila diperbaiki biayanya akan melebihi apabila diganti dengan barang yang sama). Pelepasan hak milik ini untuk diserahkan kepada penanggung dengan maksud untuk mendapat ganti rugi yang sama dengan jumlah pertanggungan.

· Pelepasan hak milik baru terjadi bila kerugian itu begitu besar sehingga nilainya lebih dari ¾ harga taksiran pada saat pertanggungan ditutup (pasal 664 & 666 KUHD).

· Beberapa syarat tentang kemungkinan diadakan pelepasan hak milik :

1. Jumlah kerugian melebihi ¾ jumlah harga taksiran.

2. Jenis atau sebab yang menimbulkan kerugian yakni peristiwa tidak tentu. Menurut  pasal 633 KUHD pelepasan hak milik baru dapat dilakukan bila ada peristiwa :

· Kapal karam

· Kapal terdampar sampai hancur

· Kapal tidak dapat dipakai lagi karena kecelakaan laut

· Kapal musnah

· Kapal ditangkap/ditahan oleh negara asing

· Kapal ditahan oleh pemeritah RI sebelum perjalanan kapal dimulai

· Bila tertanggung selama jangka waktu tertentu tidak menerima kabar sedikitpun tentang kapalnya, maka dia berhak untuk melepaskan hak nya atas kapal yang dipertanggungkan (pasal 667 KUHD). Adapun jangka waktu itu sbb : 6 bulan untuk pelayaran dalam wilayah Indonesia; 12 bulan bagi pelayaran antara Indonesia dengan pantai selatan benua Asia atau pantai timur benua Afrika; 18 bulan bagi pelayaran antara Indonesia dengan pulau pulau lain di seluruh dunia.

· Keinginan tertanggung untuk melapaskan hak miliknya harus diberitahukan kepada penanggung dalam jangka waktu 3 bulan sesudah lampaunya waktu yang tersebut dalam pasal 667 KUHD. Dalam bentuk Notice of abandonnemen yang berisi pembaritahuan bahwa tertanggung hendak menyerahkan hak miliknya. Dalam hal ini penanggung dapat menerima atau menolak surat pelepasan ini, tapi bila diterima maka penangung tidak dapat mencabut kembali.

· Pelepasan hak milik tidak boleh dicabut dan tidak boleh bersyarat begitu pula tidak boleh untuk sebagian (pasal 667(1) KUHD)

· Jika sebuah kapal dipertanggungkan tidak untuk sepenuh harga, maka tertanggung dengan demikian telah memikul resiko untuk sebagian, sehingga abandonnemen tidak berlaku untu lebih daripada bagian yang dipertanggungkan dalam imbangannya dengan bagian yang dipertanggungkan (pasal 667(2) KUHD). Setelah diadakan pelepasan hak milik untuk sebagian kepada penanggung, maka tertanggung masih memiliki sebagian yang tidak dipertanggungkan (pasal 668).

· Kalau saat pembayaran claim tidak ditentukan dalam polis dalam hal abandonnemen telah dilakukan, maka penanggung dalam waktu 6 minggu setelah pemberitahuan pelepasan hak milik diwajibkan membayar jumlah pertanggungan ditambah biaya pelepasan hak milik (pasal 680 KUHD).

· Abandonnemen pada prakteknya dilakukan oleh tertanggung apabila terjadi total loss baik actual total loss (benda pertanggungan musnah/ rusak sedemikian rupa sehinga hilang bentuk kegunaannya) atau Constructive total loss (rusak sedemikian rupa sehingga benda pertanggungan tidak menguntungkan lagi bagi tertanggung. 

· Dalam hal Constructive Total Loss pelepasan hak milik ini sangat penting bagi penanggung yang akan melakukan perbuatan selanjutnya terhadap sisa benda pertanggungan yang diserahkan, misal untuk mengahadapi pihak ketiga dalam hal sisa benda pertanggungan dijual.

· Kecuali Notice of Abandonnemen, tertanggung harus juga menyerahkan kepada penanggung dokumen sbb:

1. Untuk Kapal : Laporan terjadinya evenemen yang disyahkan syahbandar, sertifikat laik laut, sertifikat ijin berlayar, surat laut/surat tanda pendaftaran kapal, polis asli dan letter of subrogration

2. Untuk Barang : Bill of lading, Shipping Invoice, survey report, polis asli dan letter of subrogration

· Seperti halnya prinsip subrograsi (pasal 284 jo 678 KUHD)yang memberikan hak tuntut penaggung kepada pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya kerugian bagi tertanggung. Untuk itu letter  of subrogration diperlukan bila ada kemungkinan untuk menuntut pihak ketiga menyebabkan timbulnya kerugian.

· Beda Abandonnemen dan subrograsi adalah bahwa Subrograsi berlaku secara otomatis walaupun tidak diberikan letter of subrogration, sedangkan abandonnemen tidak otomatis, penanggung bisa mengambil alih sisa barang apabila ia menerima notice of abandonnemen

MARINE INSURANCE ACT 1906

· Marine Insurance Act (MIA)1906 adalah peraturan asuransi laut sebagai pelengkap dari KUHD, dalam praktek asuransi laut banyak ketentuan MIA yang diintegrasikan dalam polis asuransi. Pengambilan hukum asing sebagai pelengkap ini berdasarkan atas azas yang terkandung dalam pasal 1339 KUHPERDATA, yang berbunyi Perjanjian perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal hal yang dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian itu, tetapi juga dalam segala sesuatu yang mmenurut sifat perjanjian yang bersangkutan diharuskan oleh keadilan, kebiasaan dan undang undang. Adalah sudah menjadi kebiasaan di Indonesia memperlengkapi ketentuan asuransi laut dalam KHUD dengan ketentuan dari MIA 1906.

· Dalam pasal 1 MIA 1906 disebutkan definisi perjanjian asuransi laut yaitu sebagai suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung menjamin untuk mengganti kerugian tertanggung, dengan cara dan seluas sebagai yang telah disepakati mengenai kerugian, peristiwa kerugian yang terjadi dalam pelayaran laut.

· Object pertanggungan laut(pasal 3(2) MIA) yaitu :

1. Kapal &/ muatanya sebagai harta yang dapat diasuransikan

2. Pendapatan dari uang angkut,tiket atau keuntungan yang   seharusnya akan didapat bila tidak terjadi resiko

3. Pertanggung jawaban terhadap pihak ketiga (third party liability)

· Yang dimaksud bahaya laut adalah : bahaya bahaya sebagai akibat atau ada hubungan dengan pelayaran laut, yakni resiko resiko kebakaran, bahaya perang, bajak laut, penyamun/pencurian laut, penawanan, pensitaan, penahanan oleh pihak yang berkuasa, pembuangan barang dilaut, pemutusan kontrak antara pelaut & pengusaha kapal, dan bahaya lain dari jenis yang sama atau yang telah disepakati dalam polis.

· Salah satu prinsip asuransi adalah tentang kepentingan yang dapat diasuransikan diatur dalam pasal 6 dimana tertanggung harus mempunyai kepentingan terhadap benda pertanggungan pada saat kerugian terjadi, dan tidak perlu mempunyai kepentingan pada waktu perjanjian asuransi dimulai. Pasal ini berbeda dengan ketentuan umum asuransi pasal 268 KUHD yang menyangkut insurable interest, dimaka seorang tertanggung harus mempunyai kepentingan/insurable interest terhadap banda pertanggungan pada saat perjanjian pertanggungan diadakan.

· Mengenai perbedaan diatas, diinspirasikan bahwa suatu pengangkutan melalui laut adalah perjalanan yang sangat memakan waktu, dan yang terpenting bahwa dengan berfungsinya Bill of Lading sebagai surat berharga yang dapat diperjual belikan sehingga pemegang terakhir B/L adalah sebagai pemilik dari barang, sehingga bila terjadi kerugian atas barang pengangkutan(claim), maka pemegang B/L terakhirlah yang mempunyai kepentingan terhadap benda pertanggungan. 

· Prinsip utmost good faith(itikad baik) adalah prinsip yang harus mutlak ada dalam perjanjian pertanggungan, dalam pasal 18 MIA menjelaskan bahwa tertanggung harus memberitahukan kepada penanggung sebelum perjanjian ditutup setiap keadaan pokok yang diketahui tertanggung(tentang object pertanggungan). Pemberian keterangan ini akan mempengaruhi penanggung apakah akan menutup resiko yang ditawarkan atau menutup resiko dengan syarat atau akan menaikan premi. Peyembunyian keterangan yang diketahui tertanggung terhadap object pertanggungan menjadikan penanggung dapat membatalkan perjanjian penanggungan dan menolak pembayaran ganti rugi karena menyangkut keterangan yang tidak diberitahukan tersebut.

· Suatu perjanjian asuransi laut bersifat konsensual tercermin dalam pasal 21 MIA, Setiap perjanjian asuransi laut ditutup, bila usul tertanggung diterima oleh penanggung tanpa memperhatikan apakah polis sudah diterbitkan atau belum. Dan untuk menunjukan bahwa usul telah diterima dapat ditunjukan suatu bukti tertulis lain seperti slip, cover note atau catatan pendek mengenai telah adanya perjanjian asuransi. (sama dengan ketentuan pasal 257 KUHD)

